
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk menjadi anggota 

masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum atau undang-undang 

kepadanya serta apa kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya. 

Apabila setiap orang telah mengahayati hak dan kewajiban yang telah 

ditentukan hukum kepada mereka, masing-masing akan berdiri diatas hak yang 

diberikan hukum tersebut, serta menaati setiap kewajiban yang hukum yang 

dibebankan kepada mereka. Jika demikian rupa penghayatan hak dan 

kewajiban, akan tercipta suatu wujud lalu lintas pergaulan masyarakat yang 

tertib dan tenteram, karena setiap orang mengerti batas-batas kebebasan dan 

tanggungjawabnya. Mereka akan berhenti dan menahan diri pada batas-batas 

kebebasan yang digariskan hukum serta akan bertanggung jawab sepanjang apa 

yang diberikan hukum kepadanya.1 

Hukum dan masyarakat, secara historis merupakan dua entitas yang 

senantiasa hidup dan menjalin semacam dialektika transformatif. Hukum dan 

masyarakat senantiasa tidak dapat dipisahkan, karena pada kenyataannya 

masyarakat tidak dapat hidup secara teratur dan damai (as an ordered society) 

tanpa adanya hukum sebagai instrument dasar (basic instrument) yang mengatur 

pola-pola hubungan interaktif dan mutualis di antara anggota masyarakat. 

Begitupun sebaliknya, hukum yang dapat didefinisikan sebagai se rkumpulan 

                                                             
       1M.Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP edisi II,Penyidikan 

dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.59. 
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asas, norma, maupun aturan-aturan tirdak akan berrartir apa-apa tanpa adanya 

masyarakat yang me rngertahuir, mermahamir dan mernjalankannya.2 

Perrkermbangan terknologir dir berrbagair birdang khususnya birdang 

irnformatirka yang mermudahkan serserorang untuk berrirnterraksir derngan orang lai rn 

khususnya dalam hubungan hukum antara para pirhak terrserbut. Persatnya 

perrkermbangan irlmu perngertahuan dan terknologir merlahirrkan berrbagair dampak 

bairk dampak posirtirf maupun dampak yang ne rgatirf. Salah satu hasirl 

perrkermbangan irlmu perngertahuan dan terknologir irnir antara lairn adalah terknologir 

dunira maya yang dirkernal derngan irstirlah irnterrnert.3 

Bagir dunira perradirlan, kerdudukan alat buktir erlerktronirk sangat perntirng, 

karerna irnformasir erlerktronirk dan/atau dokume rn erlerktronirk dan/atau hasi rl 

certaknya merrupakan alat buktir yang sah, yang me rrupakan perrluasan darir alat 

buktir dalam Hukum Acara yang be rrlaku dir I rndonersira, derngan syarat irnformasi r 

erlerktronirk dan/atau dokume rn erlerktronirk terrserbut mernggunakan sirsterm 

erlerktronirk sersuair derngan kerterntuan yang diratur dalam Undang-undang Nomor 

11 Tahun 2008 terntang Irnformasir dan Transaksir Erlerktronirk serbagairmana terlah 

dirubah berrdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 terntang Perrubahan 

Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 terntang I rnformasir dan Transaksi r 

E rlerktronirk yang serlanjutnya dirserbut UU IrTEr. 

                                                             
       2M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Memahami 

Putusan Peradilan Perdata, UII-Press, Yogyakarta, 2014, hlm.115. 

       3M. Yuzron. “Tinjauan Tentang Dasar Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia”. Jurnal 

Hukum, Vol. XIX, No. 19. 2010. Hlm. 1.  
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Rergulasir merngernair buktir erlerktronirk tirdak hanya terrbatas pada UU IrTE r 

saja, merlairnkan permerrirntah Irndonersira juga terlah merngersahkan berberrapa 

perraturan perrundang-undangan yang dirsersuairkan derngan perrkermbangan 

kerjahatan dir erra terknologir irnformasir derwasa irnir. Salah satunya de rngan 

perngakuan alat buktir erlerktronirk dirdalam hukum pirdana I rndonersira sersuair derngan 

asas Lerx Spercirali rs Derrogat Lergi r Gernerrali rs dirmungkirnkan walaupun alat buktir 

erlerktronirk berlum terrdapat perngaturannya pada hukum acara pirdana I rndonersira 

tertapir terrdapat pada berberrapa undang-undang yang merngatur merngernair alat 

buktir erlerktronirk irnir dalam prosers acara pirdana yaknir Undang-Undang No. 8 

Tahun 1997 terntang Dokumern Perrusahaan, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 

terntang Perrubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 terntang 

Permberrantasan Tirndak Pirdana Korupsir, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 

Terntang Pernertapan Perraturan Permerrirntah Pernggantir Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2002 terntang Permberrantasan Tirndak Pirdana Terrorirsmer, Undang-Undang 

No. 25 Tahun 2003 terntang Perncuciran Uang dan Undang-Undang No. 21 Tahun 

2007 terntang Permberrantasan Tirndak Pirdana Perrdagangan Orang.4 

Prosers Perradirlan salah satu langkah me rncarir kerpastiran hukum serdangkan 

dalam Perradirlan dir I rndonersira prosers permbuktiran haruslah dirlaksanakan. 

Permbuktiran merrupakan masalah yang me rmergang perranan dalam prose rs 

permerrirksaan sirdang Perngadirlan, merlaluir permbuktiran irnirlah dirterntukan nasi rb 

Terrpirdana terlah bernar merlakukan perrbuatan pirdana atau tirdak.5 

                                                             
       4Hukum Online,  diakses pada tanggal 19 Oktober 2023,  

       5M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang 

Pengadilan,Banding,Kasasi, dan Peninjauan Kembali), Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.273 
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KUHAP tirdak mernderfirnirsirkan alat buktir tertapir hanya mernyatakan bahwa 

hal irtu dapat dirterrirma sersuair derngan Pasal 184 KUHAP. Hakirm dapat 

merndasarkan putusannya pada alat buktir dalam mernerntukan berrsalah atau 

tirdaknya terrdakwa serbagairmana yang dirdakwakan dalam dakwaan pe rnuntut 

umum. Hakirm dirbatasir olerh alat buktir yang dapat dirterrirma mernurut hukum 

acara pirdana, serhirngga hakirm hanya dapat merndasarkan kerputusannya pada alat 

buktir yang terlah dirsertujuir olerh undang-undang. Merngirngat hakirm berrfungsi r 

serbagair pernergak hukum dan ke radirlan, maka hakirm harus mermperrtirmbangkan 

nirlair-nirlair kerpastiran, keradirlan, dan kermanfaatan dalam me rngambirl kerputusan.6  

Keryakirnan hakirm terrus berrlanjut, tertapir bukan hanya ke ryakirnan irtu yang 

mernjadir buktir konklusirf karerna hukum pirdana tirdak hanya merncarir kerbernaran 

sercara formal.7 

Alat buktir merrupakan sersuatu hal perntirng dalam prose rs permbuktiran, 

namun alat buktir yang diratur pada Undang-Undang No 8 tahun 1981 dir dalam 

Pasal 184 ayat (1) terntang Hukum Acara Pirdana (KUHAP) sangat terrbatas, 

perrmasalahan apabirla dalam prose rs permbuktiran mermerrlukan alat buktir namun 

tirdak diratur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Be rlakangan dalam prose rs 

permbuktiran terlah mernggunakan alat buktir terknologir irnformasir yairtu berrupa alat 

buktir erlerktronirk. Serperrtir dalam permbuktiran yang terrjadir dalam kasus tirndak 

                                                             
       6Meli Indah Sari dan Hafrida, “Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda 

dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol. 1, No. 

1, 2020, https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8260. 

       7Anas Aditya Wijanarko, Ridwan, Aliyth Prakarsa, “Peran Digital Forensik dalam Pembuktian 

Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi”, 

PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 79. https://online- 

journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14771. 
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pirdana mernyerbarluaskan konte rn pornografir derngan mernggunakan aplirkasir 

merdira sosiral yairtu derngan merngunggah gambar be rrmuatan pornografir dalam 

salah satu akun me rdira sosiral dan untuk dirserbarkan. Merdira sosiral (Dokume rn 

E rlerktronirk) pada saat irnir dapat mernjadir alat buktir yang sah mernurut Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2008 terntang I rnformasir dan Transaksir E rlerktronirk 

serbagairmana terlah dirubah berrdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 

terntang Perrubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 terntang 

I rnformasir dan Transaksir E rlerktronirk yang serlanjutnya dirserbut UU IrTEr.8 

Buktir erlerktronirk yang dirhadirrkan ker perrsirdangan haruslah terrjami rn 

irntergrirtasnya. Salah satu yang dapat me rnjamirn adalah buktir erlerktronirk irtu terlah 

dirperrirksa derngan prose rdur yang bernar. Apabirla buktir erlerktronirk terlah dirperrirksa 

derngan proserdur yang bernar, maka dapat dirsirmpulkan tirdak terrjadir perrubahan 

atas buktir terrserbut atau derngan kata lairn irntergrirtas buktir erlerktronirk terrserbut 

masirh terrjaga serhirngga mermirlirkir nirlair permbuktiran dir perrsirdangan. Namun saat 

irnir tirdak ada proserdur permerrirksaan buktir erlerktronirk yang berrlaku sercara umum 

dir I rndonersira9 serhirngga dalam praktirknya masirh terrdapat kerndala-kerndala 

terrhadap pernertapan pernyirtaan alat buktir erlerktronirk serperrtir berlum diraturnya alat 

buktir erlerktronirk dalam hukum acara pirdana sercara umum, tata cara pe rnyerrahan 

dan cara mermperrlirhatkan alat buktir erlerktronirk, auterntirkasir alat buktir erlerktronirk 

dan tanda tangan e rlerktronirk dan sirkap hakirm yang masirh berragam dalam 

                                                             
       8Daniel Widya Kurniawan dan Sri Wahyunungsih Yulianti, “Kekuatan Pembuktian Cetakan 

Media Social Dalam Menyebarluaskan Konten Pornografi Sebagai Tindak Pidana Di Bidang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Verstek Vol.8 No.1 (2020), hlm. 72. 

       9Dewi Asimah, “Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik”, 

Jurnal Hukum Peratun Vol. 3 No.2, 2020, hlm.106. 
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mermandang alat buktir erlerktronirk10 serhirngga merngernyampirngkan alat buktir 

erlerktronirk yang terrnyata mermirlirkir nirlair permbuktiran yang kuat terrhadap suatu 

perrbuatan pirdana.  

Salah satu contoh kasus yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu 

kasus Rizki Asrisandi Saputra dengan nomor putusan No.121/Pid.B/2020/PN 

Mtw tanggal  10 November 2020 mengenai perkara cyber crime yang terjadi di 

Kabupaten Barito Utara yang oleh Jaksa Penuntut Unum mendakwakan unsur 

pasal tindak pidana pornografi dan tindak pidana tentang informasi dan 

transaksi elektronik namun kedudukan akun media sosial (akun instagram) 

sebagai alat bukti penyebaran video dalam proses penyitaan tidak sesuai dengan 

prosedur penyitaan alat bukti elektronik sehingga keasliannya  di dalam berkas 

perkara tidak memiliki nilai pembuktian cukup kuat, kemudian kasus-kasus 

yang menarik perhatian masyarakat yang juga penulis bahas di dalam tesis ini 

seperti kasus pencemaran nama baik Prita Mulya Sari, Kasus Kopi Sianida yang 

menjerat Jessica Kumala Wongso, Kasus Tindak Pidana Korupsi e-KTP yang 

dilakukan Setya Novanto dan kasus pembuatan video atas kesaksian pelecehan 

yang dialami oleh Baiq Nuril, yang dalam perjalanan kasus dan proses 

dipersidangan bukti elektronik terkait kasus-kasus diatas tidak memiliki nilai 

pembuktian yang kuat dan diragukan keasliannya sehingga tidak dapat diterima 

untuk mendukung proses pembuktian di persidangan.  

                                                             
       10Triyanti “Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik sebagai Pengganti Minuta Akta 

Notaris”, Jurnal Repertorium Vol.2 No.2 (2015), hlm.20. 
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Berrdasarkan urairan diratas Pernulirs terrtarirk mernerlirtir terkait admisibilitas 

alat bukti elektronik di persidangan melalui beberapa kasus yang menarik 

perhatian di masyarakat me rngernair perrkara Cyberr Cri rmer yang terrjadir dir 

Indonesia yang ole rh Jaksa Pernuntut Umum me rndakwakan unsur pasal Tirndak 

Pirdana Terntang I rnformasir dan Transaksir E rlerktronirk namun kerdudukan akun 

merdira sosiral (akun I rnstagram) dan bukti elektronik di beberapa kasus tersebut 

dalam pernyirtaannya tirdak sersuair derngan proserdur pernyirtaan alat buktir 

erlerktronirk serhirngga keraslirannya pada saat persidangan tirdak mermirlirkir nirlair 

permbuktiran cukup kuat serdangkan sersuair proserdur dirgi rtal forernsirc sebagai 

standar penyitaan bukti elektronik internasional dan prosedur pe rnyirtaan yang 

berrlaku yang dimana se rharusnya akun-akun media sosial dan bukti-bukti 

elektronik tersebut yang dirgunakan untuk me rnyerbarkan konten atau perbuatan 

pidana terkait informasi dan transaksi elektronik harus dirlakukan pernyirtaan dan 

merlampirrkan oterntirkasir kerasliran alat buktir erlerktronirk, namun pada saat proses 

penanganan perkara oleh penyidik dan pada saat pe rrsirdangan yang dirserrahkan 

olerh Pernuntut Umum bentuk dari bukti elektronik ada yang menggunakan 

screenshoot atau dihadirkan tanpa ada berita acara optic dan prosedur yang sah 

sehingga diragukan orisinalitas dan keotentikan buktinya dan tanpa ada Chairn 

of Custody yang   berrirsir   irnformasir    derskrirpsir    lerngkap    perrangkat  erlerktronirk  

dan  buktir  erlerktronirk     (merrerk,     nomor     mode rl,  nomor  serrir,  kapasirtas, dll)    

serrta    se rluruh    aktirvirtas    fore rnsirk dirgirtal. Bahwa be rrdasarkan perrmasalahan 

diratas Hakirm harus berrhatir-hatir, cerrmat dan matang me rnirlair, 

mermperrtirmbangkan nirlair permbuktiran mernerlirtir sampair dirmana batas mirnirmum 
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“kerkuatan permbuktiran” atau Berwirjs Kracht darir sertirap alat buktir yang dirserbut 

dalam Undang-Undang No 8 tahun 1981 dir dalam Pasal 184 ayat (1) te rntang 

Hukum Acara Pirdana (KUHAP).11  Serhirngga pernulirs terrtarirk untuk mermbuat 

pernulirsan tersirs derngan judul “ADMI rSI rBI rLI rTAS AKUN ME rDI rA SOSI rAL 

SErBAGAI r ALAT BUKTI r E rLE rKTRONI rK DALAM PE rMBUKTI rAN 

PErRKARA CYBE rR CRIrMEr DIr IrNDONE rSI rA”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berrdasarkan urairan dir atas maka pernulirs merrumuskan masalah yang akan 

dirbahas yairtu: 

1. Bagairmana Kerabsahan Akun Me rdira Sosiral serbagair Alat Buktir E rlerktronirk 

dalam Sirsterm Perradirlan Pirdana dir I rndonersira? 

2. Bagairmana Kerbirjakan Hukum Pirdana terntang Barang Buktir E rlerktronirk 

serbagair Alat Buktir E rlerktronirk dir Masa yang Akan Datang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan pernerlirtiran adalah urairan yang mernggambarkan arah dan capairan 

yang akan dircapair merlaluir pernerlirtiran. Tujuan pe rnerlirtiran berrirsir kumpulan 

perrnyataan yang me rnjerlaskan sasaran, maksud atau gagasan-gasasan umum 

diradakannya suatu pe rnerlirtiran.12 Sersuair derngan perrmasalahan yang dirurairkan 

diratas maka pernerlirtiran irnir berrtujuan untuk: 

                                                             
       11M. Yahya Harahap, Loc.Cit.  

       12Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana 

Media, Yogyakarta, 2020, hlm.279. 
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1. Untuk merngertahuir kerabsahan Akun Me rdira Sosiral serbagair Alat Buktir 

E rlerktronirk dalam Sirsterm Perradirlan Pirdana dir I rndonersira. 

2. Untuk merngertahuir Kerbirjakan Hukum Pirdana terntang barang buktir 

erlerktronirk serbagair Alat Buktir E rlerktronirk dirmasa yang akan datang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat dirperrolerh darir pernerlirtiran irnir adalah serbagair berrirkut: 

1. Manfaat Terorirtirs 

a. Untuk praktirsir hukum, dalam rangka pe rngermbangan konserp permirkirran 

merngernair permbaharuan hukum pirdana terrhadap perntirngnya alat buktir 

erlerktronirk diratur dalam Hukum Acara Pirdana dir I rndonersira serbagair 

berntuk permbaharuan sirsterm perradirlan pirdana dir I rndonersira. 

b. Untuk akadermir dir birdang hukum birsa mernjadir bahan permirkirran dan 

perngertahuan bahwa untuk me rngertahuir admirsirbirlirtas akun merdira sosiral 

serbagair alat buktir erlerktronirk yang rerlervan untuk kerkuatan permbuktiran 

yang mernajdir otorirtatirf hakirm untuk mernirlair alat buktir erlerktronirk serbagair 

alat buktir utama perrbuatan Cyberr Cri rmer. 

2. Manfaat Praktirs 

Mermberrirkan masukan bagir pernergak hukum dan masyarakat me rngernair 

perntirngnya oterntirkasir dan orirgirnalirtas akun merdira sociral serbagair alat buktir 

erlerktronirk yang dirperrsamakan kerdudukannya derngan alat buktir yang terlah 

diratur dirdalam Hukum Acara Pirdana dir I rndonersira. 
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E. Kerangka Konseptual 

Adanya pernerlirtiran yang berrjudul “Admirsirbirlirtas Akun Merdira Sosiral Serbagai r 

Alat Buktir E rlerktronirk Dalam Permbuktiran Perrkara Cyberr Cri rmer dir I rndonersira” 

agar tirdak mernirmbulkan salah pe rnafsirran dalam tersirs yang dirbuat, pernulirs perrlu 

mernjerlaskan irstirlah-irstirlah yang dirgunakan dalam tersirs irnir antara lairn serbagair 

berrirkut: 

a. Admirsirbirlirtas 

Admirsirbirlirtas merrupakan “kerasliran data atau buktir erlerktronirk yang dapat 

mermperngaruhir pernerrirmaan buktir erlerktronirk dir perrsirdangan”.13 Suatu buktir 

haruslah dapat dirterrirma atau admirssirbler dan rerlervan. Serbalirknya, suatu buktir 

yang tirdak rerlervan, tirdak akan dapat dirterrirma. Mirsalnya tersti rmonir der audirtu 

atau herarsay, yaknir mernderngar kersaksiran darir orang lairn. Tergasnya, suatu 

buktir dapat dirterrirma pastir rerlervan, namun tirdak serbalirknya, suatu buktir yang 

rerlervan berlum terntu dapat dirterrirma. Derngan kata lairn, prirmafacirer darir buktir 

yang dirterrirma adalah buktir yang rerlervan.14 

 

b. Akun Merdira Sosiral 

Akun merdira sosiral merrupakan kerhadirran yang dirperrsonalirsasir dalam saluran 

jerjarirng sosiral, yang dirmulair sersuair derngan kerirngirnan serserorang. YouTuber, 

Twi rtterr, Facerbook, I rnstagram, SnapChat, TirkTok, dan saluran je rjarirng sosiral 

lairnnya mermungkirnkan perngguna untuk merndaftar akun me rdira sosiral 

merrerka serndirrir, yang dapat merrerka gunakan untuk be rrkolaborasir, 

                                                             
       13Harli Siregar dan Sakafa Guraba, Admisinilitas Bukti Elektronik dalam Persidangan, PT 

Rajagrafindo, Depok, 2023, hlm.217. 

       14Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, PT Gelora Aksara Pratama. 2012, hlm.10.  
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berrirnterraksir, dan berrbagir kontern dan status. Saat pe rngguna berrkomunirkasi r 

merlaluir akun merdira sosiral, perngungkapannya diratrirbusirkan ker Profi rl 

Pernggunanya.15 Media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis 

internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0, dan 

yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user generated content.16 

Ada 6 jenis platform media sosial menurut Andreas Kaplam dan Michael 

Haenlin yaitu:17 

1. Collaborative projects 

Wikipedia adalah ensiklopedia kolaboratif dimana semua orang bisa 

menulis, mengedit dan menambah isinya. Banyak orang menggunakan 

Wikipedia untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan rumah. Perlu 

diingat, sesuai dengan sifatnya yang ‘kolaboratif’, maka siapapun dapat 

menulis maupun mengubah informasi yang terdapat didalamnya. Untuk 

itu perlu klarifikasi mendalam setelah memperoleh informasi dari wadah 

ini. 

2. Content communities 

Youtube adalah sebuah situs web berbagi video (video sharing) yang 

populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi 

klip video secara gratis, di Youtube kita dapat mengunggah video sendiri 

                                                             
       15Law Insider, “Definisi Akun Media Sosial”, https://www.lawinsider.com/dictionary/social-

media-account, diakses 06 Juni 2024. 

       16Yuni Fitriani, Roida Pakpahan, Analisis Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran 

Cyber Crime di Dunia Maya atau Cyber Space, Cakrawala-Jurnal Humaniora, Vol.20 No.1 Maret 

2020, hlm.3. 

       17Ibid., hlm.3. 
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maupun mempromosikan video klip baru para Musisi atau 

mempromosikan film-film baru. 

3. Blogs and microblogs 

Twitter menjadi salah satu media sosial yang paling banyak digunakan. 

Aplikasi yang sederhana hanya dengan mengupdate status menjadi daya 

Tarik bagi penggunanya. 

4. Social Networking Sites 

Facebook adalah sebuah layanan media sosial yang diluncurkan pada 

Februari 2024. Bermula dari jejaring sosial yang didirikan dan 

diperuntukkan untuk mahasiswa Univeristas Harvard, Amerika Serikat, 

kini Facebook menjadi media sosial paling popular di dunia. Di facebook 

kita dapat berbagi atau sharing informasi, foto, dan video dengan teman 

dan keluarga. 

5. Virtual game worlds 

Virtual Worlds terikat berkaitan dengan online gaming dan social 

networks, virtual world emulations berubah dari ekperimental menjadi 

surga untuk immersive communities. 

6. Virtual Social Worlds 

Second life merupakan dunia maya berbasis internet dan diluncurkan 

pada tahun 2003. Second life merupakan suatu platform yang 

dikembangkan oleh Perusahaan riset Linden Research, Inc. Komunitas 

maya ini menjadi perhatian dunia saat diliput oleh media berita pada 

akhir tahun 2006 dan awal 2007. 
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c. Alat Buktir E rlerktronirk 

Undang-Undang I rnformasir dan Transaksir Erlerktronirk berrlaku untuk 

irnformasir dan/atau dokumern erlerktronirk yang mermernuhir perrsyaratan formal 

dan substantirfnya.18 Alat buktir erlerktronirk diratur dalam be rberrapa undang-

undang, antara lairn Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 te rntang 

Perncergahan dan Pe rmberrantasan Tirndak Pirdana Perncuciran Uang dan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 terntang Permberrantasan Tirndak 

Pirdana Korupsir dir I rndonersira. Namun dalam kasus pirdana umum yang 

mernggunakan KUHAP, pernggunaan alat buktir erlerktronirk dalam permbuktiran 

perrkara pirdana berlum diratur derngan bairk serhirngga mernirmbulkan 

kerkhawatirran terntang pernggunaannya.19 

 

d. Permbuktiran 

Permbuktiran adalah pe rrbuatan mermbuktirkan yairtu mermberrirkan suatu 

kerbernaran, merlaksanakan, mernandakan mernyaksirkan, dan me ryakirnkan. 

Permbuktiran (berwirjs) dirperrgunakan dalam dua artir, adakalanya ira dirartirkan 

serbagair perrbuatan derngan nama dirberrirkan suatu kerpastiran, adakalanya pula 

serbagair akirbat darir perrbuatan terrserbut yairtu terrdapar suatu kerpastiran.20 

Dalam konterks hukum pirdana, permbuktiran merrupakan irntir perrsirdangan 

perrkara pirdana, kare rna yang dircarir adalah kerbernaran materrirl. 

Permbuktirannya terlah dirmulair serjak tahap pernyerlirdirkan guna mernermukan 

                                                             
       18Hukum Online, “Syarat dan ketentuan hukum alat bukti elektronik” 

,https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461. 

       19Andi Hamzah, Op.Cit, hlm.277. 

       20A. Karim Nasution, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana,1976, hlm.22. 
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dapat tirdaknya dirlakukan pernyirdirkan dalam rangka me rmbuat terrang suatu 

tirndak pirdana dan mernermukan terrsangkanya.21  

 

er.  Cyberr Crirmer 

 Cyberr Crirmer adalah tirndak pirdana yang dirlakukan derngan mermanfaatkan 

terknologir irnformasir.22 Cyberr crirmer adalah tirndak crirmirnal yang dirlakukan 

derngan mernggunakan terknologir computerr serbagair alat kerjahatan utama 

yang mermanfaatkan perrkermbangan terknologir computerr khususnya 

irnterrnert.23 Menurut Convention on Cyber Crime terdapat jenis-jenis 

kejahatan yang sering terjadi di internet atau dunia maya, antara lain:24 

1. Illegal acces/unauthorized Access to Computer System and Service. 

Akses tidak sah ke sistem komputer dan jasa adalah suatu bentuk 

kejahatan yang dilakukan dengan cara meretas atau memasuki/menyusup 

ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, ataupun tanpa 

izin atau tanpa sepengetahuan dari si pemilik sistem jaringan komputer 

yang dimasukinya. 

2. Illegal Contents 

Dilakukan dengan cara memasukkan data atau informasi ke internet 

tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap 

melanggar hukum atau menggangu ketertiban umum. 

                                                             
       21H.S. Brahmana, Teori Hukum dan Pembuktian, Pengadilan Negeri Lhoksukon, 2014, hlm.1.  

       22Hukum Online, Tindak Pidana Cyber Crime, https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-

pidana-cyber-crime-cl2824/, diakses 11 Juni 2024. 

       23Ronal, Tinjauan Yuridis Terhadap Cyber Crime, chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://media.neliti.com/media/publications/14900

3-ID-none.pdf,  Neliti, diakses 11 Juni 2024. 

       24Yuni Fitriani, Roida Pakpahan, Op.Cit., hlm.2 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-cyber-crime-cl2824/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-cyber-crime-cl2824/


15 
 

 
 

3. Data Forgery 

Merupakan tindak kejahatan dalam dunia maya yang dilakukan dengan 

cara memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan 

sebagai scripless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya 

ditunjukkan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat 

seolah-olah terjadi “salah pengetikan” yang pada akhirnya akan 

menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi 

dan nomor kartu kredit yang patut diduga akan disalah gunakan oleh si 

pelaku. 

4. Cyber Espionage (spionase cyber) 

Suatu kejahatan yang memiliki modus dengan menggunakan jaringan 

internet, untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, 

dengan cara memasuki sistem jaringan komputer (computer network 

system) pihak yang menjadi sasarannya. 

5. Cyber Sabotage and Extortion (Sabotase dan Pemerasan Dunia Maya) 

Kejahatan ini dilatarbelakangi dengan modus melakukan gangguan, 

perusakan, penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau 

sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Dimana 

kejahatan ini dilakukan dengan cara memasukkan suatu logic bomb, virus 

computer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program 

komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak 

berjalan sebagaimana mestinya atau berjalan namun telah dikendalikan 

sesuai yang diinginkan oleh si pelaku. 
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6. Offense Against Intellectual Property (Pelanggaran Terhadap Hak Atas 

Kekayaan Intelektual 

Kejahatan yang bermodus pada hak atas kekayaan intelektual yang 

dimiliki pihak lain di internet. Contoh, peniruan tampilan pada suatu web 

page situs milik orang lain secara ilegal. 

7. Infringements of Privacy (Infringements privasi) 

Kejahatan ini menggunakan modus berupa keterangan pribadi seseorang 

yang tersimpan secara computerized, yang apabula diketahui orang lain, 

maka dapat merugikan korban secara materiil maupun imateril. Contoh, 

bocornya nomor kartu kredit, nomor pin atm dan sebagainya. 

 

F. Landasan Teori 

1. Teori Pembuktian 

Dirkajir darir perrsperktirf Sirsterm Perradirlan Pirdana pada umumnya dan 

hukum acara pirdana pada khususnya,aspe rk permbuktiran mermergang perranan 

perntirng untuk mernerntukan dan mernyatakan kersalahan serserorang serhirngga 

dirjatuhkan pirdana olerh hakirm. Apabirla dirlirhat darir virsir lertaknya dalam 

kerrangka yurirdirs asperk permbuktiran dapat dirklasirfirkasirkan dalam kerlompok 

hukum pirdana formirl dan hukum pirdana materrirl.25 

Dalam perrkara pirdana, permbuktiran serlalu mernjadir hal yang krusiral. 

Terrkadang dalam me rnanganir suatu kasus, saksir-saksir, para korban dan 

perlaku diram yang dalam pe rngerrtiran tirdak mau mermberrirkan kerterrangan, 

                                                             
       25Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, PT.Alumni, Bandung, 

hlm.83. 



17 
 

 
 

serhirngga mermbuat permbuktiran mernjadir hal yang perntirng. Permbuktiran 

mermberrirkan landasan dan argume rnt yang kuat kerpada pernuntut umum 

untuk merngajukan tuntutan. Permbuktiran dirpandang serbagair sersuatu yang 

tirdak mermirhak, ojerktirf, dan mermberrirkan irnformasir kerpada hakirm untuk 

merngambirl kersirmpulan suatu kasus yang se rdang dirsirdangkan. Terrlerbirh 

dalam perrkara pirdana,permbuktiran sangatlah ersernsiral karerna yang dircarir 

dalam perrkara pirdana sudah dirmulair darir tahap perndahulua terrserbut, tata 

caranya jauh le rbirh rumirt birla dirbandirngkan derngan hukum acara lairnnya. 

Pernyerlersairan perrkara pirdana merlirputir berberrapa tahap, yaknir tahap 

pernyerlirdirkan dan pernyirdirkan dir tirngkat kerpolirsiran, tahap pernuntutan dir 

kerjaksaan, tahap pe rmerrirksaan perrkara dir tirngkat perrtama dir perngadirlan 

nergerrir, tahap upaya ukum dir perngadirlan tirnggir serrta Mahkamah 

Agung,kermudiran tahap erkserkusir olerh erkserkutor jaksa pernuntut umum. 

Derngan dermirkiran, permbuktiran dalam perrkara pirdana mernyangkut berberrapa 

irnstirtusir yaknir kerpolirsiran, kerjaksaan, darir perngadirlan.26 

Sercara umum, kata permbuktiran berrasal darir kata “buktir” yang berrartir 

suatu hal (perrirstirwa dan serbagairnya) yang cukup untuk me rmperrlirhatkan 

kerbernaran suatu hal (pe rrirstirwa terrserbut). Permbuktiran adalah perrbuatan 

mermbuktirkan. Mermbuktirkan sama derngan mermberrir (mermperrlirhatkan) 

buktir, merlakukan sersuatu serbagair kerbernaran, merlaksanakan, mernandakan, 

mernyaksirkan dan meryakirnkan dalam usaha me rnunjukkan atau salahnya si r 

                                                             
       26Eddy O.S. Hiariej, Ibid., hlm.96. 
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terrdakwa dalam sirdang perngadirlan.27 Serlairn irtu, Sudirkno Merrtokusumo 

mernggunakan irstirlah mermbuktirkan derngan mermberrirkan perngerrtiran serbagair 

berrirkut: 

1. Kata mermbuktirkan dalam artir logirs, artirna mermberrir kerpastiran yang 

berrsirfat mutlak,kare rna berrlaku bagir sertirap orang dan tirdak 

mermungkirnkan adanya buktir-buktir lairn. 

2. Kata mermbuktirkan dalam artir konvernsironal, yairtu permbuktiran yang 

mermberrirkan kerpastiran, hanya saja bukan ke rpastiran mutlak merlairnkan 

kerpastiran yang nirsbir atau rerlatirf, sirfatnya yang me rmpunyair tirngkatan-

tirngkatan: 

a. Kerpastiran yang dirdasarkan atas pe rrasaan berlaka, maka kerpastiran irnir 

berrsirfat irntuirtirf dan dirserbut convircti ron irnti rmer; 

b. Kerpastiran yang dirdasarkan atas perrtirmbangan akal, maka dirserbut 

convircti ron rairsonner. 

3. Kata mermbuktirkan dalam artir yurirdirs, yairtu permbuktiran yang mermberrir 

kerpastiran kerpada hakirm terntang kerbernaran suatu perrirstirwa yang terrjadir.  

Permbuktiran dalam pe rrkara pirdana berrberda derngan permbuktiran dalam 

perrkara perrdata, serbab dir dalam permbuktiran perrkara pirdana (hukum acara 

pirdana) adalah be rrtujuan untuk me rncarir kerbernaran materrirerl, yairtu 

kerbernaran serjatir atau yang sersungguhnya, yang dalam prose rs acara pirdana 

hakirm dalam merncarir kerbernaran materrirerl irtu suatu perrirstirwa terrserbut haus 

terrbuktir (beryond rerasonabler doubt). Dermirkiran pula dalam pe rrsirdangan, 

                                                             
       27Lilik Mulyadi, Op.Cit., hlm.84. 
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hakirm dalam perrkara pirdana adalah aktirf, artirnya hakirm berrkerwajirban untuk 

merndapatkan buktir yang cukup untuk me rmbuktirkan tuduhan kerpada 

terrtuduh.28  

Masalah permbuktiran adalah yang sangat pe rntirng dan utama, 

serbagairmana mernurut pasal 6 ayat (2) KUHAP, bahwa “tirdak serorang pun 

dapat dirjatuhir pirdana,kercualir apabirla perngadirlan, karerna alat permbuktiran 

yang sah mernurut undang-undang, merndapat keryakirnan bahwa se rserorang 

yang diranggap dapat berrtanggung jawab, terlah berrsalah atas perrbuatan yang 

dirdakwakan terrhadap dirrirnya.29 

Asperk hukum permbuktiran asasnya sudah dirmulair serjak tahap 

pernyerlirdirkan perrkara pirdana. Pada tahap pe rnyerlirdirkan kertirka tirndakan 

pernyerlirdirk untuk merncarir dan mernermukan sersuatu perrirstirwa yang dirduga 

serbagair tirndak pirdana guna dapat atau tirdaknya dirlakukan pernyirdirkan,dir sirnir 

sudah ada tahapan pe rmbuktiran. Bergirtu pula halnya de rngan pernyirdirkan, 

dirterntukan derngan adanya tirndakan pernyirdirk untuk merncarir serrta 

merngumpulkan buktir dan derngan buktir terrserbut mermbuat terrang tirndak 

pirdana yang te rrjadir dan guna me rnermukan terrsangkanya. Olerh karerna irtu, 

kerterntuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP me rnergaskan bahwa untuk 

dapat dirlakukan tirndakan pernyirdirkan, pernuntutan dan permerrirksaan dir sirdang 

perngadirlan berrmula dirlakukan pernyerlirdirkan dan pernyirdirkan serhirngga serjak 

tahap awal dirperrlukan adanya permbuktiran dan alat-alat buktir. Konkrertnya, 

                                                             
       28Andi Sofyan dan Abdul Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Prenadamedia Group, 

Jakarta, 2014, hlm. 229. 

       29Ibid., hlm.230. 
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permbuktiran berrawal darir pernyerlirdirkan dan berrakhirr sampair adanya 

pernjatuhan pirdana (vonnirs) olerh hakirm dir derpan sirdang perngadirlan bai rk 

dirtirngkat Perngadirlan Nergerrir atau Perngadirlan Tirnggir jirkalau perrkara terrserbut 

dirlakukan upaya hukum bandirng.30 

Permbuktiran merrupakan hal yang te rrperntirng dalam acara pirdana. 

Permbuktiran perrlu dirlakukan untuk mermbuktirkan berrsalah atau tirdaknya 

serserorang terrdakwa merlerwatir permerrirksaan yang dirlakukan dirderpan sirdang 

perngadirlan,untuk me rlaksanakan suatu permbuktiran, haruslah terrdapat alat-

alat buktir yang sah. Alat-alat buktir pada akhirrnya akan meryakirnkan hakirm 

dalam mernermukan kerbernaran materririrl. Dalam sirsterm atau terorir permbuktiran 

terrbagir atas ermpat sirsterm permbuktiran, serbagair berrirkut31 :  

1. Sirsterm atau Terorir Permbuktiran Berrdasarkan Undang-Undang 

Sercara Posirtirf (Posirtirver Wertterlirjk Berwirjstherorirer) Dirkatakan sercara posirtirf, 

karerna hanya dirdasarkan kerpada undang-undang merlulu. Artirnya jirka 

terlah terrbuktir suatu perrbuatan sersuair derngan alat-alat buktir yang dirserbut 

olerh undang-undang, maka keryakirnan hakirm tirdak dirperrlukan sama 

serkalir. Sirsterm irnir juga dirserbut derngan sirsterm formal. Terorir irnir sudah tirdak 

merndapat pernganut lagir, dirkarernakan terrlalu banyak merngandalkan 

kerkuatan permbuktiran yang dirserbut derngan undang-undang. 

2. Sirsterm atau Terorir Permbuktiran Berrdasarkan Keryakirnan Hakirm Merlulu 

                                                             
       30Lilik Mulyadi, Op.Cit., hlm.85.  

       31Andi Sofyan dan Abdul Asis, Op.Cit, hlm. 232-235. 
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Terorir irnir juga dirserbut derngan convircti ron i rnti rmer. Terorir terrserbut dirdasarkan 

pada keryakirnan hatir nuranirnya serndirrir dirtertapkan bahwa te rrdakwa terlah 

merlakukan perrbuatan yang dirdakwakan. Derngan sirsterm irnir, permirdanaan 

dirmungkirnkan tanpa dirdasarkan kerpada alat-alat buktir dalam undang-

undang. Sirsterm irnir diranut olerh perradirlan jurir dir Prancirs. Sirsterm irnir 

mermberrirkan kerberbasan kerpada hakirn terrlalu bersar, serhirngga sulirt 

dirawasir. Dirsampirng irtu, terrdakwa atau pernasirhat hukumnya sulirt untuk 

merlakukan permberlaan. 

3. Sirsterm atau Terorir Permbuktiran Berrdasar Keryakirnan Hakirm Atas Alasan 

yang Logirs (Laconvircti ron Rairsonner). 

Mernurut terorir irnir, hakirm dapat mermutuskan serorang berrsalah 

berrdasarkan keryakirnannya, keryakirnan yang dirdasarkan kerpada dasar-

dasar permbuktiran dirserrtair derngan suatu kersirmpulan yang berrlandaskan 

kerpada perraturan-perraturan permbuktiran terrterntu. Jadir, putusan haki rm 

dirjatuhkan derngan suatu motirvasir. Terorir irnir juga dirserbut derngan 

permbuktiran berbas untuk mernye rbutkan alsan-alasan keryakirnannya. Terorir 

terrserbut terrpercah mernjadir dua, yairtu permbuktiran berrdasar keryakirnan 

hakirm atas alasan yang logirs dan yang kerdua adalah te rorir permbuktiran 

berrdasarkan undang-undang sercara nergatirf.  

Perrsamaan antara kerduanya yairtu sama-sama berrdasar atas keryakirnan 

hakirm, artirnya terrdakwa tirdak mungkirn dirpirdana tanpa adanya keryakirnan 

hakirm bahwa ira berrsalah. Pe rrberdaannya yairtu perrtama berrpangkal tolak 

pada keryakirnan hakirm, tertapir keryakirnan irtu harus dirdasarkan kerpada 
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suatu kersirmpulan yang logirs, yang tirdak dirdasarkan pada undang-undang 

tertapir berrdasarkan pada irlmu perngertahuan hakirm serndirrir. Serdangkan 

yang kerdua yairtu berrpangkal pada aturan-aturan permbuktiran yang 

dirtertapkan sercara lirmirtatirf olerh undang-undang, tertapir hal irtu harus 

dirirkutir derngan keryakirnan hakirm. 

4. Terorir Permbuktiran Berrdasarkan Undang-Undang Sercara Nergatirf 

(Nergati rerf Wertterlirjk). 

Sirsterm permbuktiran mernurut undang-undang sercara nergatirver merrupakan 

terorir antara sirsterm permbuktiran mernurut undang-undang sercara posirtirf 

derngan sirsterm permbuktiran mernurut keryakirnan atau convircti ron-irn tirmer. 

Sirsterm permbuktiran mernurut undang-undang sercara nergatirf merrupakan 

kerserirmbangan antara ke rdua sirsterm yang salirng berrtolak berlakang sercara 

erkstrerm. Darir kerserirmbangan terrserbut, sirsterm permbuktiran mernurut 

undang-undang sercara nergatirf “me rnggabungkan” kerdalam dirrirnya sercara 

terrpadu sirsterm permbuktiran mernurut keryakirnan derngan sirsterm 

permbuktiran mernurut undang-undang sercara posirtirf. Darir hasirl 

pernggabungan ke rdua sirsterm darir yang salirng berrtolak berlakang irtu, 

terrwujudlah suatu sirsterm “sirsterm permbuktiran mernurut undang-undang 

sercara nergatirf” yang rumusannya be rrbunyir : salah tirdaknya serorang 

terrdakwa dirterntukan olerh keryakirnan hakirm yang dirdasarkan kerpada cara 

dan derngan alat-alat buktir yang sah mernurut undang-undang. 

Serterlah dirjerlaskan berberrapa sirsterm permbuktiran serbagair bahan 

perrbandirngan, serlanjutnya permbahasan mernuju pada sirsterm permbuktiran 
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yang diranut dan diratur dalam KUHAP. Pada Pasal 183 KUHAP, yang 

berrbunyir : “hakirm tirdak bolerh mernjatuhkan pirdana kerpada serserorang 

kercualir apabirla derngan serkurang-kurangnya dua alat buktir yang sah i ra 

mermperrolerh keryakirnan bahwa suatu tirndak pirdana bernar-bernar terrjadi r 

dan bahwa terrdakwalah yang be rrsalah merlakukannya”. Kalau 

dirbandirgkan bunyir Pasal 183 KUHAP de rngan Pasal 294 HI rR, hampirr 

berrsamaan bunyir dan maksud yang terrkandung dir dalamnya, yang 

berrbunyir : “Tirdak akan dirjatuhkan hukuman ke rpada serorang pun jirka 

hakirm tirdak yakirn kersalahan terrdakwa derngan upaya buktir mernurut 

undang-undang bahwa be rnar terlah terrjadir perrbuatan pirdana dan bahwa 

terrtuduhlah yang salah me rlakukan perrbuatan irtu”. Perrberdaan dirantara 

kerduanya hanya pada pernerkanan saja.  

Mernurut Wirrjono Prodjodirkoro,bahwa: sirsterm permbuktiran berrdasar 

undang-undang sercara nergatirver (nergati rerf wertterlirjk) serbairknya 

dirperrtahankan be rrdasarkan dua alasan : 

1. Mermang serlayaknya harus ada ke ryakirnan terntang kersalahan terrdakwa 

untuk dapat mernjatuhkan suatu hukuman pirdana, janganlah haki rm 

terrpaksa mermirdana orang serdangkan hakirm tirdak yakirn atas kersalahan 

terrdakwa; 

2. Berrfaerdah jirka ada aturan yang me rngirkat hakirm dalam mernyusun 

keryakirnannya, agar ada patokn-patokan terrterntu yang harus dir turut olerh 

hakirm dalam me rlakukan perradirlan.32 

                                                             
       32Andi Sofyan dan Abdul Asis, Op Cit ,hlm. 237. 
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2. Teori Kepastian Hukum 

Dalam permberntukan aturan hukum, te rrbangun terorir agar terrcirpta suatu 

kerjerlasan terrhadap perraturan hukum, terorir terrserbut iralah terorir kerpastiran 

hukum. Terorir irnir dirperrkernalkan olerh Gustav Radbruch. Gustav me rnulirskan 

dir dalam hukum te rrdapat 3 (tirga) nirlair dasar yairtu keradirlan, kermanfaatan 

dan kerpastiran hukum.33  

Kerpastiran hukum merrupakan perrnyataan yang hanya birsa dirjawab 

sercara normatirf bukan sosirologir.34  Kerpastiran hukum sercara normatirf adalah 

kertirka suatu perraturan dirbuat dan dirundangkan sercara pastir karerna merngatur 

sercara jerlas dan logirs yang berrartir pastir, tirdak multir tafsirr, mernjadir suatu 

sirsterm norma derngan norma lairn serhirngga tirdak berrbernturan atau 

mernirmbulkan konflirk norma. Kerpastiran hukum merrujuk perada 

permberrlakuan hukum yang je rlas, tertap, konsirstern dan konserkuern yang 

perlaksanaannya tirdak dapat dirperngerruhir olerh keradaan-keradaan yang 

sirfatnya subjerktirf. Kerpastiran dan keradirlan bukanlah se rkerdar tuntutan moral, 

merlairnkan sercara faktual me rncirrirkan hukum.35 

3. Teori Penegakan Hukum 

Pernergak hukum adalah yang me rnergakkan hukum, dalam artir sermpirt 

hanya berrartir polirsir dan jaksa yang kermudiran dirperrluas serhirngga merncakup 

pula hakirm, perngacara dan lermbaga permasyarakatan. Soerrjono Soerkanto, 

                                                             
       33Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum 

Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal Crepido Volume 01 Nomor 01, Juli 

2019, hlm.14. 

       34Dominikus Rato, Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum), Laksbang 

Pressindo, Yogyakarta, 2020, hlm.59. 

       35C. S. T. Kansil, dkk., Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm.385. 
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merngermukakan bahwa se rcara konserpsironal irntir dan artir pernergakan hukum 

terrlertak pada kergiratan mernyerrasirkan hubungan nirlair nirlair yang terrjabarkan 

dir dalam kairdah-kairdah yang mantap dan me rngerjawantah dan sirkap tirndak 

serbagair rangkairan pernjabaran nirlair tahap akhirr untuk merncirptakan, 

mermerlirhara dan mermperrtahankan kerdamairan dan perrgaulan hirdup. Konserp 

firlosofirs terrserbut dirjabarkan dalam kerhirdupan Masyarakat yang me rmpunyai r 

pandangan-pandangan merngernair apa yang bairk dan apa yang buruk yang 

terrwujud dalam pasangan-pasangan nirlair mirsalnya pasangan nirlair kerterrtirban 

derngan nirlair kerterntraman, pasangan nirlair kerperntirngan umum de rngan 

kerperntirngan prirbadir dan serterrusnya. Dalam Pe rnergakan hukum, pasangan 

nirlair-nirlair terrserbut dirserrasirkan yang mermerrlukan pernjabaran lerbirh konkrert 

dir dalam kairdah-kairdah yang berrirsir suruhan, larangan atau ke rbolerhan untuk 

merlakukan tirndakan-tirndakan atau tirdak merlakukannya. Kairdah-kairdah 

terrserbut mernjadir perdoman perrirlaku yang diranggap pantas atau apa yang 

serharusnya derngan tujuan untuk me rncirptakan, mermerlirhara dan 

mermperrtahankan ke rdamairan.36 

Pernergakan hukum me rmirlirkir dua perngerrtiran yairtu perngerrtiran yang luas 

dan perngerrtiran yang sermpirt. Perngerrtiran yang luas, me rmaknair bahwa 

pernergakan hukum me rncakup sermua kergiratan yang mermbuat tergaknya 

hukum atau hukum dapat dirtergakkan. Sermerntara irtu, dalam pe rngerrtiran 

sermpirt, pernergakan hukum dirtujukan kerpada perrbuatan mermprosers orang 

                                                             
       36Amin Rahman, Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana 

di Indonesia:Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm.52. 
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yang dirduga merlanggar hukum merlaluir merkanirsmer perradirlan atau 

pernergakan hukum me rlaluir perngadirlan. Jadir, perngerrtiran yang kerdua irnir 

dirbatasir pada pernergakan hukum merlaluir perngadirlan, maka irnstrumernt 

prosers perradirlan sampair derngan adanya putusan pe rngadirlan mernjadir 

baromerterr pernergakan hukum. 

 

G. Metode Penelitian 

Adapun mertoder pernerlirtiran dalam pernulirsan tersirs irnir yairtu: 

1. Tirper Pernerlirtiran  

Tirper pernerlirtiran adalah normatirf atau yang dirserbut juga pernerlirtiran yurirdirs 

normatirf. “Sirfat normatirf pernerlirtiran hukum dirkairtkan derngan karakterr 

kerirlmuan hukum irtu serndirrir. Karerna irtu permirlirhan mertoder sernantirasa 

dirbatasir olerh rumusan masalah, obje rk yang dirterlirtir dan tradirsir kerirlmuan 

hukum irtu serndirrir”.37  

Tirper pernerlirtiran yang dirgunakan dalam te rsirs irnir adalah pernerlirtiran yurirdirs 

normatirf yang dalam pe rnulirsan tersirs irnir pernerlirtir merlakukan pernerlirtiran 

terrhadap asas-asas hukum yang be rrhubungan derngan perrlirndungan hukum 

saksir perlaku dalam perrkara tirndak pirdana permbunuhan. “Pernerlirtiran hukum 

normatirf dapat dirlakukan terrhadap bahan-bahan hukum prirmerr dan 

serkunderr serpanjang bahan-bahan irtu merngandung kairdah-kairdah hukum”.38 

2. Pernderkatan Pernerlirtiran 

                                                             
       37Philipus M. Hadjon, Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif), Dikutip oleh Sahuri Lesmadi 

dalam Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, Disertasi 

Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm.64. 

       38Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet.1, Mandar Maju, Bandung, 

2008, hlm.90. 
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Pernderkatanuyang dirgunakanudalam pernerlirtiranuirnir adalah pernderkatan 

perrundang-undanganA(normati rver approach),W..pernderkatanQ..konserptual 

(concerptual approach), dan pernderkatan.kasus hukum (caser.law approach). 

a. Pernderkatanirperrundang-undangan (normati rver approach)b 

“PernderkatanQperrundang-undangan atau pe rnderkatanQ.yurirdirs yairtu 

pernerlirtiran terrhadap produk-produk hukum”.39  

Mernurut Perterr Mahmud Marzukir Pernderkatan perrundang-undangan 

irnir dirlakukan untuk me rnerlaah sermua undang-undang dan re rgulasi r 

yang berrkairtan derngan pernerlirtiran yang akan dirterlirtir.  Pernderkatan 

perrundang-undangan irnir akan mermbuka kersermpatan bagir pernerlirtir 

untuk mermperlajarir konsirsternsir dan kersersuairan antara satu undang-

undang derngan undang-undang lairnnya.40 

 

b. Pernderkatan Konserptual (concerptual approach) 

Serterlah pernderkatan perrundang-undangan, pe rnulirs mernggunakan 

pernderkatan konserptual. Pernderkatan konserptual mernurut Perterr Mahmud 

Marzukir adalah: 

Pernderkatan yang berranjak darir pandangan-pandangan dan doktrirn-

doktrirn yang berrkermbang dir dalam irlmu hukum guna me rnermukan 

irder-irder yang merlahirrkan perngerrtiran, konserp dan asas hukum yang 

rerlervan  serbagair sandaran dalam me rmbangun suatu argume rntasi r 

hukum dalam me rmercahkan irsu hukum yang dirhadapir.41 

 

c. PernderkatanuKasus Hukum (caserulawuapproach) 

Pernderkatanirirnirirdirlakukan dernganircara “me rlakukanirterlaah.terrhadap 

kasus-kasusByang berrkairtanBderngan irsuByang dirhadapir yangBterlah 

mernjadiruputusan perngadirlanuyang terlahumermperrolerh kerkuatan hukum 

                                                             
       39Ibid.,hlm.92. 

       40Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cet.6, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.93. 

       41Ibid., hlm.135. 
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yangutertap”.42 Pernulirs mernggunakan pernderkatan kasus derngan 

mernganalirsirs kasus putusan Pe rngadirlan Nergerrir Muara Terwerh Nomor 

121/Pird.B.2020/PN Mtw dalam Pe rrkara Tirndak Pirdana I rnformasir dan 

Transaksir E rlerktronirk dan Tirndak Pirdana Pornografir. 

 

3. Perngumpulan Bahan Hukum 

Dalam perngumpulan bahan hukum pada pe rnerlirtiran irnir pernulirs 

merlakukan pernerlirtiran kerpustakaan untuk merngkajir bahan-bahan hukum 

yang rerlervan. Bahan-bahan hukum yang dirgunakan dalam pe rnerlirtiran irnir 

antara lairn: 

a. Bahan Hukum Prirmerr 

 Bahan hukum prirmerr yairtu bahan hukum yang be rrsirfat autorirtatirf 

yang artirnya mermpunyair otorirtas. “Dalam hal irnir bahan hukum prirme rr 

terrdirrir darir perraturan perrundang-undangan, rirsalah dalam pe rmbuatan 

perraturan perrundang-undangan dan putusan-putusan hakirm”.43 Dalam 

pernerlirtiran irnir pernulirs mernggunakan bahan hukum prirmerr serbagair 

berrirkut Undang-Undang Hukum Pirdana (KUHP), Kirtab Undang-

Undang Hukum Acara Pirdana (KUHAP), Undang-Undang No 11 tahun 

2008 terntang I rnformasir dan Transaksir Erlerkertronirk, Undang-Undang No. 

20 Tahun 2001 terntang Perrubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 

1999 terntang Permberrantasan Tirndak Pirdana Korupsir dan kerserluruhan 

                                                             
       42Johhny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, 

Malang, 2008, hlm.300. 

       43Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, 

hlm.67. 
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Perraturan Pe rrundang-undangan yang be rrkairtan derngan pernulirsan tersirs 

irnir. 

b. Bahan Hukum Se rkunderr 

“Bahan hukum se rkunderr mermberrirkan pernjerlasan merngernair bahan 

hukum prirmerr”.44 Dalam pernerlirtiran irnir pernulirs mernggunakan bahan 

hukum serkunderr yang terrdirrir darir buku-buku, jurnal hukum, artirkerl yang 

dapat dirgunakan serbagair lirterratur dalam pe rnerlirtiran irnir. 

c. Bahan Hukum Terrsirerr 

Bahan hukum te rrsirerr merrupakan bahan hukum yang me rmberrirkan 

pernjerlasan merngernair bahan hukum prirmerr dan serkunderr serperrtir kamus 

hukum dan kamus be rsar bahasa I rndonersira.45 

 

4. Analirsirs Bahan Hukum 

“Analirsirs bahan hukum dirlakukan untuk mermperrolerh makna yang 

terrkandung dalam pe rnerlirtiran yurirdirs normatirf”.46 Untuk merlerngkapir 

pernulirsan tersirs irnir agar tujuan dapat le rbirh terrarah dan dapat 

dirperrtanggungjawabkan dirgunakan mertoder pernerlirtiran hukum normatirf 

yaknir derngan mernggunakan suatu pernerlirtiran kerpustakaan (Lirbrary 

Rerserach). Dalam hal irnir pernerlirtiran hukum dirlakukan derngan cara pernerlirtiran 

kerpustakaan atau dirserbut derngan pernerlirtiran normatirf  yairtu pernerlirtiran yang 

                                                             
       44Halim HS & Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan 

Disertasi, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.16. 

       45Burhan Bungin, Analisis Data dan Penelitian Kualitatif; Pemahaman Filosofis dan 

Metodologis ke Arah Model Aplikasi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,hlm, 68-69. 

       46Taufik Yahya et. all, Buku Pedoman Penulisan Tesis Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas 

Jambi, 2022, hlm.14. 
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dirlakukan derngan cara mernerlirtir bahan pustaka atau data se rkunderr berlaka 

yang lerbirh dirkernal derngan nama bahan acuan dalam birdang hukum atau 

rujukan birdang hukum.47 

Perngolahan data pada hake rkatnya merrupakan kergiratan untuk 

merlakukan analirsa terrhadap perrmasalahan yang akan dir bahas. Analirsirs 

dirlakukan derngan cara: 

1. Merngumpulkan bahan-bahan hukum yang re rlervan derngan perrmasalahan 

yang dir terlirtir; 

2. Mermirlirh kairdah-kairdah hukum atau doktrirn yang sersuair derngan 

pernerlirtiran; 

3. Mernsirstermatirskan kairdah-kairdah hukum, asas atau doktrirn; 

4. Mernjerlaskan hubungan-hubungan antara be rrbagair konserp, pasal atau 

doktrirn yang ada; 

5. Mernarirk kersirmpulan derngan pernderkatan derdukatirf serhirngga akan dapat 

merrangkum darir jawaban terrhadap perrmasalahan yang te rlah dirsusun. 

Data serkunderr yang terlah dirperrolerh kermudiran diranalirsirs sercra kualirtatirf 

untuk mernjawab rumusan masalah yang dirangkat dalam te rsirs irnir.48 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
       47Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, 

hlm.24. 

       48Winarno Surachmad, Dasar dan Teknik Research (Pengantar Metodologi Ilmiah) Tarsito, 

Bandung, 1982, hlm.131. 
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H. Sistematika Penulisan 

Tersirs irnir dirsusun derngan sirstermatirka yang terrbagir dalam 5 (lirma) bab yang 

masirng-masirng terrdirrir atas berberrapa sub bab guna me rmperrjerlas ruang lirngkup 

dan cakupan perrmasalahan yang dirterlirtir. Adapun sirstermatirkanya adalah serbagair 

berrirkut: 

BAB I r :  Perndahuluan yang me rlirputir Latar Berlakang Masalah, Rumusan  

Masalah, Tujuan Pe rnerlirtiran, Manfaat Pernerlirtiran, Mertoder 

Pernerlirtiran dan Sirstermatirka Pernulirsan. 

BAB I rI r :  Tirnjauan Umum te rntang Alat Buktir mernurut Hukum Acara Pirdana 

dir I rndonersira, Perrkermbangan terntang Alat Buktir mernurut perraturan 

dirluar KUHP, dan Ke rkuatan Permbuktiran dalam alat buktir. 

BAB I rI rIr : Pada bab irnir dirurairkan hasirl pernerlirtiran dan permbahasan terntang 

Kerabsahan Akun Merdira Sosiral serbagair Alat Buktir E rlerktronirk 

dalam Sirsterm Perradirlan Pirdana dir I rndonersira. 

BAB I rV : Pada bab irnir dirurairkan hasirl pernerlirtiran dan permbahasan terntang 

Bagairmana Kerbirjakan Hukum Pirdana terntang barang buktir 

erlerktronirk serbagair Alat Buktir E rlerktronirk dirmasa yang akan datang. 

BAB V : Pernutup, Berrirsir kersirmpulan serbagair irntirsarir darir hasirl pernerlirtiran 

dan perngkajiran yang dirlakukan serkalirgus serbagair jawaban atas 

perrmasalahan pokok yang dirrumuskan dir dalam pernulirsan tersirs irnir 

serrta berberrapa saran yang pe rrlu dirlakukan berrkairtan derngan 

Admirsirbirlirtas Akun Merdira Sosiral serbagair Alat Bukir E rlerktronirk 

dalam Permbuktiran Perrkara Cyberr Cri rmer dir I rndonersira. 


